BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : g2 /KPTS/ ] /2013

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA WORKSHOP PENGELOLAAN BARANG MILIK
DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS
TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemahaman dan
kemampuan tentang ketentuan dan tata cara
pengelolaan barang milik daerah, maka perlu
dilaksanakan workshop pengelolaan barang milik
daerah;

b. bahwa untuk kelancaran dalam melaksanakan
workshop pengelolaan barang milik daerah, perlu
dibentuk panitia;

c. bahwa berdasarkan petimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang
Pembentukan Panitia Workshop Pengelolaan Barang
Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Bengkalis Tahun
2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam
Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali, terakhir dengan Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah,;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
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Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang

- Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah

Pemerintahan Daerah Provinsi," dan Pemerlntahan

- Daerah Kabupaten/ Kota;

Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang

~ Pengadaan. Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana
" telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan

T Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan

- Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010
~ tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerlntah

- 1_0.-Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 13 Tahun

2006 - . tentang ~Pedoman’ Pengelolaan ‘Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa - kali,
terakhir - ‘dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

" Nomor 21 Tahun 2011 tentang ] Perubahan Kedua Atas

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

‘ Daerah

11,

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 7 Tahun 2006

tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Ker_]a

- 13.

Pemermtah Daerah

Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 17 Tahun'
2007 tentang Pedoman Teknls Pengelolaan Barang
M111k Daerah;.

: Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 03

- .. Tahun 2008 - tentang Pengelolaan Barang M111k

~14.

T

: Menetapkan:~ .

 KESATU

: Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 07

Tahun' 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan
ijemermtah Kabupaten Bengkahs

.15,

Peraturan - Daerah Kabupaten Bengkahs Nomor 01
Tahun: 2013 tentang Anggaran dan Pendapatan

‘Belanja Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran
2013;

Peraturan Bupatl Bengkahs Nomor 13 Tahun 2013

‘tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kabupaten Bengkahs Tahun Anggaran 2013;

.Peraturan Bupat1 Bengkahs Nomor 14 Tahun 2013
 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keglatan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkahs
"Tahun Anggaran 2013

MEMUTUSKAN

Membentuk Pan1t1a Workshop Pengelolaan Barang Millik

' Daerah dengan susunan keanggotaan ' sebagalmana‘

tercantum dalam lamplran Keputusan 1n1
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KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU
mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Menyusun program kerja dalam pelaksanaan workshop
pengelolaan barang milik daerah;

b. Melakukan koordinasi dengan Tim dari Badan
Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
Perwakilan Provinsi Riau selakuk Tim
Asistensi/Pendampingan kegiatan workshop pengelolaan
barang milik daerah;

c. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan workshop
dimaksud kepada Bupati Bengkalis.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana
dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab
kepada Bupati Bengkalis.

KEEMPAT  : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan
ini, dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
ada tanggal 18 ferrugRr' 2013

MEUPATI G LIS/

IYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis;

3. Inspektur Kabupaten Bengkalis.




Lampiran

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
Nomor : QL/lCPTS/H / 200%

Tanggal

“ 18 FenRuAR) 5013

SUSUNAN PANITIA WORKSHOP PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

NO

JABATAN / INSTANSI

KEDUDUKAN DALAM
PANITIA

KET

2

3

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS

ASISTEN ADMINISTRASI
UMUM SETDA KABUPATEN
BENGKALIS

KEPALA BAGIAN
PERLENGKAPAN SETDA
KABUPATEN BENGKALIS

KASUBBAG PENGAMANAN
ASET BAGIAN PERLENGKAPAN
SETDA KABUPATEN
BENGKALIS

KASUBBAG PENGADAAN DAN
DISTRIBUSI PADA BAGIAN
PERLENGKAPAN SETDA
KABUPATEN BENGKALIS

STAF BAGIAN PERLENGKAPAN
SETDA KABUPATEN
BENGKALIS 10 (SEPULUH)
ORANG

PENGARAH/PEMBINA

PENANGGUNG JAWAB

KETUA

WAKIL KETUA

SEKRETARIS

ANGGOTA




